BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 210 /A-02/ VI /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 061/A-02/1/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR,

a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-

02/1/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Luwu Timur Nomor 128/A-02/1V/Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
061/A-02/1/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023,
perlu disesuaikan dengan adanya penambahan judul
Rancangan  Peraturan Bupati dalam  program
pembentukan peraturan Bupati Luwu Timur, sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Luwu Timur Nomor 061/A-02/1/Tahun 2023 tentang
Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

Keputusan Bupati Nomor 061/A-02/1/Tahun 2023
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-
02/1V/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/1/Tahun 2023

tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2023.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 061/A-
02/1/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2023.

Diktum |

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-
02/1/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/1/Tahun 2023 tentang
Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 80 sampai dengan angka 91,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
&:)ada tanggal 27 Juni 2023
PATI LUWU TIMUR,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR
TENTANG

210 /A-02/ vI

/TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

BUPATI

LUWU TIMUR NOMOR 061/A-

02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU

TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023,

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

= STATUS TARGET
o. JUDUL RANFERBUP MATERI POKOK BARY UBAH PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | 0y pALAN KETERANGAN
1 2 3 £ s 6 7 8 |
1 Tata Cara Pembagian, Tata Cara Pembagian, Peraturan Pemerintah BEAD Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD |
Penetapan dan Penetapan dan Nemor 47 Tahun 2015 |
Penggunaan Alokasi Penggunaan tentang Perubahan Atas
Dana Desa Setiap Desa Peraturan Pemerintah
Tahun Anggaran 2023 J Nomeor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
2 | Penetapan dan Penetapan Rincian Peraturan Pemerintah BKAD Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD
Penggunaan Dana Desa | Dana Desa dan Tahun 2015 tentang
Setiap Desa Tahun Penggunaan Dana Perubahan Atas Peraturan
v Pemerintah Nomor 60

Anggaran 2023

Desa

‘Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari
APBN




q

ST
No. | JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK TS PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | . (A%GE0 | KETERANGAN
BARU UBAH

1 2 3 5 6 B 8

3 | Tata Cara | Penganggaran, Permendagri 77 Tahun 2020 | BKAD, Bapelitbangda, Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD
Penganggaran, | Pelaksanaan dan tentang Pedoman Tekis Bapenda, Dinas PUFR,
Pelaksanaan dan | Penatausahaan, Pengelolaan Kevangan Disdagkop, Bagian Kesra
Penatausahaan, | Pertanggungjawaban Daerah
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
dan Pelaporan serta | Monitoring dan bl
Monitoring dan Evaluasi | Evaluasi Belanja
Belanja Bantuan | Bantuan Keuangan
Keuangan Bersifat | Bersifat Khusus
Khusus Kepada Desa |

4 Perubahan Penetapan | Siltap dan tunjangan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2023 | Pemrakarsa: DPMD
Besaran Penghasilan Nomeor 11 Tahun 2019
Tetap dan Tunjangan tentang Perubahan Kedua
Kepala Desa. Sekretaris Atas Peraturan Pemerintah
Desa, Perangkat Desa Nomor 43 Tahun 2014
lainnya, Tunjangan tentang Peraturan
Badan J Pelaksanaan Undang-
Permusyawaratan Desa, Undang Nomor 6 Tahun
Insenuf Rulkun | 2014 tentang Desa
Tetangga, Insentf Kader
di Desa, Honerarium
Staf dan Honerarium
Pelaksanaan kegiatan di
Desa

5 | Perubahan Biaya Penyesuaian Biaya Peraturan Bupati Nomor 42 - Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD |
Perjalanan Dinas Dalam | Transportasi dan Tahun 2021 tentang |
Daerah dan Luar lainnya Perjalan Dinas Dalam Negeri
Daerah Bagi Kepala Bagi Bupati, Waldl Bupati,
Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

+ Daerah, Pegawai Aparatur

Badan
Permusyawaratan Desa,
Pengurus dan Anggota
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
serta Unsur Masyaralkat

Sipil Negara, Pegawai Tidak
Tetap, Upah Jasa dan Mitra
Kerja Satuan Kerja
Perangkart Daerah

Desa Lainnya




STATUS

\ No. | JUDULRANPERBUP |  MATERIPOKOK o PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | oo 0S000 | | KETERANGAN
- — —
1 | 2 3 4 5 6 7 8 |
| 6 [ Pemekaran Dusun Mekanisme " Bagian Pemerintahan, Dinas | Tahun 2023 | Pemrakarsa: DPMD
i pembentukan, dukcapil
penggabungan dan 4
| penghapusan dusun
7  Inovasi Pelavanan Beberapa inovasi Permendagri Nomor 7 Dinkes, Disdik, RSUD [ La Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Administrasi | Tahun 2019 tentang Galigo, RS Inco, Pengadilan Disdukcapil |
Kependudukan di Dinas | v Pelayanan Administrasi Agama, Kemenag, PKK |
| Kependudukan dan Kependudukan Secara |
| Pencataran Sipil Kab. Daring
i Luwu Timur |
8 Perubahan Atas " Perubahan besaran - Sekretariat Daerah dan Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
| Peraturan Bupad Luwu | sewa transportasi Dinas Perhubungan |
Timur Nomor 42 Tahun | I
2021 teniang Pefjalanan l
Dinas Dalam Negeri Bagi
Bupari, Wakil Bupar, ! |
| Pimpinan dan Anggota |
I DPRD, Pegawai Aparatur |
| Sipil Negara, Pegawai |
| Tidak Tetap/Upah Jasa |
| dan Mizra Kerja Satuan |
I | Perangkat Daerah | :'
9 | Analisis Standar Belanja | Besaran Anggaran Peraturan Daerah Dinas PUPR, Inspektorat Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
| | untuk Kegiatan Fisik Kabupaten Luwu Timur |
| | ¥ Nomor 6 Tahun 2022 |
| ‘ tentang Pengelolaan |
Keuangan Daerah
10 | Penjabaran Penjabaran APBD £ - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
| Pertanggungjawaban J
| Pelaksanaan APBD TA
Izczz
11 | Verifikasi Verifikasi = - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD
| | Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban v
| | Pelaksanaan APBD |
712 | Penyertaan Modal Penyertaan Uang Undang-Undang Nomeor 23 - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD
3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah




STATUS
No. | JUDUL RANPERBUP : : : ; TARGET TE .
i MATERI POKOK AT A PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT PENYAMPAIAN KETERANGAN
(I 2 3 5 6 7 8 5
13 | Standar Harga Saruan Standar harga Peraturan Presiden Nomor - - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD
N 33 Tahun 2020 tentang ;
Standar Harga Satuan |
Regional . |
14 | Penyelenggaraan Layanan Parkir Peraturan Menteri Dalam Bapenda Tahun 2023 Pemrakarsa: RSUD |
Layanan Parlkair pada Negeri Nomor 61 Tahun I La Galigo I
Badan Lavanan Umum 2007 tentang Pedoman
Daerah Rumah Sakat v Teknis Pengelolaan
Umum Daerah | La Keuangan Badan Layanan
| Galigo Umum Daerah |
15 | Perubshan Kedua Atas Perubahan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 DPMPTSP dan Satpol PP Tahun 2023 Pemrakarsa:
Peraturan Bupat Luwu | hasil perhitungan nilai tentang Pajak Reklame Bapenda
Timur Nomor 21 Tahun | sewa reklame sesuai
2017 tentang Penetapan | indeks harga dan § |
! Hasil Perhutungan Nilai perkembangan |
Sewa Reklame dalam perckonomian |
| Daerah ;
16 | Pemberian Fasilitas pemerintah Instruksi Presiden Nomor 2 Kementerian ATR/BFN dan Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Pengurangan/ berupa Pemberian Tahun 2018 tentang Dinas Perumahan, Kawasan Bapenda |
Pembebasan BPHTB Pengurangan/ Percepatan Pendaftaran Permulkiman, dan |
bagi Penerima Sertipikat | Pembebasan BPHTB V Tanah Secara Sistematis Pertanahan
Program PTSL bagi Penerima |
Sertipikat Program |
PTSL i _ N
17 | Rencana Kontijensi Rencana Kontijensi Undang-Undang Nomor 24 Semua Perangkat Daerah Tahun 2023 Pemrakarsa: BPED |
Gempa Bumi Tahun Gempa Bumi v Tahun 2007 tentang |
2022-2024 Penanggulangan Bencana |
18 | Laporan Harta Kekayaan | Laporan Harta Peraturan Bupati Nomor 26 | Semua Penyelenggara Tahun 2023 Pemrakarsa: H
Penyelenggaraan Negara | Kekayaan ‘Tahun 2017 tentang Negara Bagian Hukum |
Di Lingkungan Penyelenggaraan N Laporan Harta Kekayaan |
Pemerintah Kabupaten | Negara Penyelenggaraan Negara Di |
Luwu Timur Lingkungan Pemerintah |
Kabupaten Luwu Timur :
19 | Tata Cara Pendaftaran | Pendaftaran Usaha Peraturan Daerzh - Tahun 2023 | Pemrakarsa: 1
Usaha Pariwisata Pariwisata Kabupaten Luwu Timur Disparmudora
¥ Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Indulk
Pembangunan

Kepariwisataan 2021-2027




STATUS

|
JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK — S o TARGET %
b © POKOK HARG UBAL PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | L (oo an | KETERANGAN .
- 2 R S - 4 5 6 7 8 |
Tata Cara Pembentukan | Badan Promosi Peraturan Daerah = Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Bad.ar.' Promosi Pariwisata Kabupaten Luwu Timur Disparmudora |
Pariwisata J Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Induk |
Pembangunan |
K Kepariwisataan 2021-2027 '
21 | Peraturan Pelaksanaan Penghargaan Peraturan Daerah - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Peraturan Daerah kepemudaan, Kabupaten Luwu Timur Disparmudora
Kabupaten Luwu Timur | pengelolaan sarana Nomor 8 Tahun 2022
Nomor 8 Tahun 2022 dan prasarana 3V tentang Kepemudaan
tentang Kepemudaan kepemudaan, dan !
organisasi
kepemudaan
22 | Retribusi Pengendalian | Retribusi Pengendalian Peraturan Daerah Nomor 33 - Tahun 2023 Pemrakarsa;
Menara Telekomunikasi | Menara Tahun 2011 tentang Diskominfo-SP
Telekomunikasi Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
J dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Nomor 33 Tahun 2011
tentang Retribusi i
Pengendalian Menara |
T..‘ _‘_ ikasi |
23 | Pedoman Penanganan | Acuan dalam Peraturan Menteri Dalam BEPSDM, Inspektorat Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Perkara Hukum di Penanganan Perkara Negeri Nomor 12 Tahun Bagian Hukum
Lingkungan Pemerintah | Hukum baik secara ) 2014 tentang Pedoman
Daerah Kabupaten litigasi dan non litigasi Rl Penanganan Perkara di
Luwu Timur Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah . |
24 | Peraturan Pelaksanaan | Tata cara pemberian Peraturan Daerah ) Dinas Sosial dan P34, dan Tahun 2023 Pemlrakarsa: 1
Peraturan Daerah bantuan hukum, Kabupaten Luwu Timur BKAD Bagian Hukum |
Kabupaten Luwu Timur | penyaluran dana v tentang Penyelenggaraan
rentang bantuan hukum, dan Bantuan Hultum
Penyelenggaraan standar pelayanan
Bantuan Hukum bantuan hukum



STATUS
No. JUDUL RANPE > s : TARGET =
RBUF MATERI POKOK RART TBAR PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT PENYAMPAIAN KETERANGAN
= 2 3 5 6 7 8
25 | Perubahan Kedua Atas | Pemberian Tambahan Peraturan Bupat Luwua BKAD Tahun 2023 | Pemrakarsa:
Peraturan Bupati Luwu | Penghasilan Pegawai Timur Nomor 7 Tahun 2021 Bagian Organisasi |
Timur Nomor 7 Tahun Aparatur Sipil Negara tentang Pemberian |
2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan |
Tambahan Penghasilan W Pegawai Aparatur Sipil
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
26 | Peraturan Pelaksanaan Badan Peraturan Daerah - Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD
Peraturan Daerah Permusyawaratan Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur | Desa Nomor 12 Tahun 2022
Nomor 12 Takun 2022 + tentang Badan
tentang Badan Permusyawaratan Desa
Permusvawaratan Desa
27 | Perunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Peraturan Menteri Semua Perangkat Daerah Tahun 2023 Pemrakarsa:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pendayagunaan Aparatur Inspektorat
Kinerja Instansi Pemerintah Negara dan Reformasi
Pemerintah di y Birokrasi Nomor 88 Tahun
Lingkungan Pemerintah 2021 tentang Evaluasi
Kabupaten Luwu Timur Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
28 | Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Peraturan Menteri Dalam Semua Perangkat Daerah Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penerapan Standar Minimal Negeri Republik Indonesia Bagian
Pelayanan Mimimal A Nomeor 59 Tahun 2021 Pemerintahan
Pemerintah Daerah tentang Penerapan Standar
Tahun 2022-2026 Pelayanan Minimal
29 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: 1
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Alam Buana Kecamatan R 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Tomoni Timur Penetapan dan Penegasan :
Batas Desa |
30 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: ‘.
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Agromulyo Kecamatan y 2016 tentang Pedoman Pemerintahan |

Kalaena

Penetapan dan Penegasan
Batas Desa




| STATUS TARGET e
No. | JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK T PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | Lo o o | KETERANGAN
| BARU | UBAH
1 —
1 2 i 3 4 5 6 4 — 5
31 | Penetapan dan | Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa | Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Arolipu Kecamatan W 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Woru Penetapan dan Penegasan
_ Batas Desa
32 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Bahan Kecamatan Wotu | o 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
P pan dan Per
Batas Desa
33 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam . Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Balirejo Kecamatan 4 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Angkona Penetapan dan Penegasan
Batas Desa (o
34 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
| Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
| Bangun Jaya v 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kecamatan Tomoni Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
35 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam = Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Bangun Karya V 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kecamatan Temoni Penetapan dan Penegasan
Baras Desa
36 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Bawalipu Kecamatan i 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Wotu Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
37 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Beringin Jaya 4 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kecarnatan Tomoni Penetapan dan Penegasan
Batas Desa |
38 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam = Tahun 2023 Permrakarsa: |
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Cendana Hitam Timur y 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kecamatan Tomoni P pan dan P

Timur




STATUS

No. | JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK : IRK TARGET STE
o PELAKSANAAN UNIT /INSTANSI TERKAIT KETERANGAN
_ BARU UBAH ! FENYAMEAIAN | |
= z ; — S— : = —
39 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: ]
Penegasa.n_ Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian [
Kalaena Kiri Kecamatan N 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalaena Penetapan dan Penegasan
Batas Desa I
40 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 | Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Kalaena Kecamatan L] 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Wotu Penetapan dan Penegasan |
Batas Desa !
41 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Kalpataru Kecamatan A 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Tomoni Penetapan dan P
) Batas Desa =
42 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam = Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Karambua Kecamatan i ggiﬁ tentang Pedoman Pemerintahan
Wotu netapan dan P |
Batas Desa 1
43 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: 1
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Lampenai Kecamatan N 12"2 16 nemax:i,g P‘;l;mm Pemerintahan |
Wotu netapan dan Peregasan
Batas Desa :
| DERRETIE . |Pegpe DeRhes N Nasgos 45 Tabuan ' Tt |
negasan Batas Desa &
Madfr';i Kecamatan N 20 16;:1nrmd§.rl:e?t::0nne]m Pemerintahan
Pene an Easan
Wests Batas Desa . ]
T R e e Tk e Tamin ] R e |
Penegasan Batas Desa h
Maliwowo Kecamatan R 3016 tmtm;g:%‘doman Pemerintahan
Penetap F 1
angisns, Batas Desa e s
Pene gasa- n Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
%0 epen Ao D Pooa Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Pencansn Easp Dom V 2016 tentang Pedoman Pemenntahan
Manun’ggfal Hen ten Penetapan dan Penegasan
Tomoni Timur Batas Desa e




Ny T JUDUL RANPE j ] SJ‘M;U-E; TARGET
o. i ERBUP | ATER] POKOK e — i s 5 SITE ; i TR v}
MATER] POROK PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT PENY AMPAIAN KETERANGAN
. BARU uliall
L1 1 3 3 S S N 6 7 ey
47 | Penetapan dan | Penegasan Batas Desa | | Peraturan Menteri Dalam | - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Hatas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
;llflargt)m;glvo Kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
omon1. Limnur Penetapan dan Penegasan
_______ e — Batas Desa
48 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Hatas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Mekar Sar kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalaena Penetapan dan Penegasan
- Batas Desa
49 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam 3 Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Mulvasan Kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemenntahan
Tomom Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
50 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam = Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagan
| Purwosarn kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
| Tomoni Timur Penetapan dan Penegasan
| Batas Desa
| 51 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam Tahun 2023 Pemrakarsa:
| Penegasan Batas Desa Negeri Nomeor 45 Tahun Bagian
Rante Mano Kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Tomoni Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
52 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Rinjarmi Kecamatan Wotu 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
53 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peratt}ran Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Solo Kecamatan 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Angkona Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
54 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peratn_ira.n Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemlraka.rsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Sumber Agung 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Kecamatan Kalaena E:“L:;ag:n dan Penegasan
sa




No. JUDUL RANPERBUP

STATUS
MATERI POKOK PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | . (dRGEF | KETERANGAN
| BARU UBAH |
L1 2 3 4 5 e 7 8 |
55 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Sumber Makmur Y 2016 tentang Pedoman Pemerintahan |
Kecamatan Kalaena Penetapan dan Penegasan
- Batas Desa -
96 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Tabaroge Kecamatan \ 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Wotu Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
57 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Tadulako Kecamatan J 2016 tentang Pedoman Pemerintahan
Tomoni P apan dan P
" Batas Desa
58 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: \
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian
Tarengge Timur N 2016 tentang Pedoman Pemerintahan \
Kecamatan Wotu P pan dan Peneg 1
- Batas Desa
59 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Tarengge Kecamatan + 2016 tentang Pedoman Pemerintahan |
Wotu Penetapan dan Peneg 1 J
Batas Desa
60 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Wanasari Kecamatan v 2016 tentang Pedoman Pemerintahan |
Angkona Penetapan dan Penegasan |
Batas Desa |
61 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Penegasan Batas Desa Negeri Nomor 45 Tahun Bagian |
Watangpanua v 2016 tentang Pedoman Pemerintahan |
Kecamatan Angkona Penetapan dan Penegasan |
Batas Desa J'




| TARGET

| STATUS
No. ‘ JUDUL RANPERBUP | MATE. LOK . ‘RK i “TE
] . ! ERI POKOK e TBAT PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | poar sy ibaran | KETERANGAN
el e e e = 4 ' 5 ~ 6 7 3
| 62 [ Pengadaan Barang ' Pengadaan Barang Peraturan Menteri Dalam | BKAD, BLUD UPTD Tahun 2023 | Pemrakarsa:
dan/arau Jasa pada | dan/atau Jasa Negeri Nomor 79 Tahun Puskesmas, Inspektorat Dinkes |
Badan Layanan Umum | 2018 tentang Badan i
Daerah Unit Pelaksana | v Layanan Umum Daerah |
Teknis Daerah Pusat |
Kesehatan Masyarakat |
63 Pengelolaan Sisa Lebih | Pengelolaan Sisa Lebih Peraturan Menteri Dalam BKAD, BLUD UPTD Tahun 2023 Pemrakarsa:
Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran Negeri Nomor 79 Tahun Puskesmas, Inspektorat Dinkes
Badan Layanan Umum 2018 tentang Badan
Daerah Unit Pelaksana V Layanan Umum Daerah
Teknis Daerah Pusat |
Kesehatan Masyarakat | |
64 | Tarif Lavanan Kesehatan | Tarif Layanan Peraturan Menteri Dalam BKAD, BLUD UPTD Tahun 2023 Pemrakarsa:
| Badan Layanan Umum Kesehatan Negeri Nomor 79 Tahun Puskesmas, Inspektorat Dinkes
| Daerah Unit Pelaksana + 2018 tentang Badan
| Teknis Daerah Pusat Layanan Umum Daerah
Kesehatan Masvarakat
65 | Remunerasi pada Badan | Remunerasi Peraturan Menteri Dalam BKAD, BLUD UFTD Tahun 2023 Pemrakarsa:
| Layanan Umum Daerah Negeri Nomor 79 Tahun Puskesmas, Inspektorat Dinkes
Unit Pelaksana Teknis ol 2018 tentang Badan |
Daerah Pusat Kesehatan Layanan Umum Daerah |
Masyarakat |
66 | Tata Cara Kerja Sama Tata Cara Kerja Sama Peraturan Menteri Dalam BLUD UPTD Puskesmas, Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Badan Layanan Umum Negeri Nomor 79 Tahun Inspelktorat Dinkes |
Daerah Unit Pelaksana + 2018 tentang Badan |
Tekmus Daerah Pusat Layanan Umum Daerah
Kesehatan Masyarakat
67 | Pedoman Pelak " Ped ) Pelak 1 Peraturan Menteri Dalam BLUD UPTD Puskesmas, Tahun 2023 Pemrakarsa:
Anggaran Badan Anggaran Negeri Nomor 79 Tahun Inspektorat Dinkes !
Layanan Umum Daerah J 2018 tentang Badan
Unit Pelaksana Teknis Layanan Umum Daerah
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat




No. JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK STATUS T PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT Tt KETERANGAN
BARU UBAH PENYAMPAIAN
1 2 3 5 6 i 8 |

68 | Pembentukan, Susunan | Unit Pelaksana Teknis Peraturan Daerah Dinas Pertanian dan Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Orgarusasi dan Tata Balai Pelaksana Kabupaten Luwu Timur Ketahanan Pangan Bagian Organisasi |
Kerja Unit Pelaksana Penyuluh Pertanian Nomor 5 Tahun 2020 |
Teknis Balai Pelaksana tery Perubahan Atas |
Penyuluh Pertanian el Per;anljfm Daerah |
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur ;
dan Ketahanan Pangan Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

69 | Penyusunan Kebutuhan | Pengadaan Aparatur Undang-Undang Nomor 5 - Tahun 2023 Pemrakarsa:
dan Pengadaan Aparatur | Sipil Negara Tahun 2014 tentang BKPSDM
Sipil Negara ¥ Aparatur Sipil Negara

70 | Pedoman Pengembangan Anak Peraturan Presiden Nomor - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Penyelenggaraan Usia Dini Holistik- 60 Tahun 2013 tentang Disdikbud
Pengembangan Anak Integranf J Pengembangan Anak Usia

| Usia Dini Holistik- Dini Holistik-Integratif

Integratif

71 | Perubahan Kedua Atas Pedoman Bantuan Peraturan Bupasd Luwu - Tahun 2023 Pemrakarsa:
Peraturan Bupati Luwu | Beasiswa Daerah Timur Nomeor 45 Tahun Bagian
Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Kesejahteraan
2021 tentang Pedoman ¥ Bantuan Beasiswa Daerah Rakyat
Bantuan Beasiswa
Daerah

72 | Pelestarian dan Pelestarian dan Peraturan Daersh Nomor 5 Dinas Pariwisata, Tahun 2023 Pemrakarsa:
Pengelolaan Cagar Pengelolaan Cagar Tahun 2021 tentang Kepemudaan dan Olahraga Disdikbud
Budaya di Lingkungan Budaya J Pelestarian dan Pengelolaan

Pemerintah Daerah

Cagar Budaya




T =
| STATUS |
No. | JUDULRANPERBUP | MATERI POKOK : TARGET :
| K BARU UBAH PELAKSANAAN UNIT /INSTANSI TERKAIT PENYAMPAIAN KETERANGAN I|
.',13 2 [ 3 5 [ 7 8 ]
berubahen dtas, | Penjabaran Anggaran Peraturan Daerah Nomor 13 - Tahun 2023 | Pemrakarsa: BKAD
[ Peraruran Bupatl Nomor | Pendapatan dan Tahun 2022 tentang
| 47 Tahun 2022 tentang Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan
| | Penjabaran Anggaran : Anggaran 2023 A Belanja Daerah Tahun
| | Pendapatan dan Belanja Anggaran 2023
| Daerah Tahun Anggaran
| 2023
74 : Kode Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Arsip Peraturan Daerah Nomor 2 - Tahun 2023 Pemrakarsa: Dinas
| Daerah Tahun 2014 tentang Perpustakaan dan
| J Penyelenggaraan Kearsipan Kearsipan
75 | Arsitektur Sistem Arsitektur Sistem Peraturan Presiden Nomor - Tahun 2023 Pemrakarsa: Dinas |
Pemerintah Berbasis Pemnerintah G5 Tahun 2018 tentang Homunikasi, I
Elektronik Kabupaten J Sistemn Permerintah Berbasis Informatka,
Luwu Timur Elektronik Statistik dan
Persandian
76 | Penyelenggaraan Sistemn | Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor - Tahun 2023 Pemrakarsa: Dinas
| Pemerintah Berbasis Sistem Pemerintah 95 Tahun 2018 tentang Komunikasi,
i Elektronik Kabupaten J Sistem P?me.n'nt.ah Berbasis Infoxl'mfn:ika,
| Luwu Timur Elektronik ?:nsn; dan
sandian
|
|
77 | Pedoman Audit Ketaatan | Audit Ketaatan pada Peraturan Kepala Badan = Tahun 2023 Pemrakarsa:
| | pada Inspektorar Inspektorat Pengawas Keuangan dan Inspektorat
| Kabupaten Luwu Timur v Pembangunan |
f ‘l
78 | Perubahan Atas Pembentukan Produk Undang-Undang Nomor 12 . Tahun 2023 Pemrakarsa: 1
Peraturan Bupati Luwu | Hukum Daerah Tahun 2011 tentang Bagian Hukum
Timur Nomer 5 Tahun Pembentukan Peraturan |
| 2019 tentang J i

Pembentukan Produk
Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah

deng:.n Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022

Daerah




BTATUS

No. | JUDUL RANPERBU N TARGET |
ERBUP MATERI POKOK BARY UBAH PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT PENYAMPAIAN KETERANGAN
1 2 3 5 6 7 8 J’
79 | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Peraturan Pemerintah - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
Tunjan\lg,:at} Han Raya | dan Gaji Ketiga Belas Nomor 15 Tahun 2023
dan Gaji Ketiga Belas | tentang Pemberian
yang bersumber dari Tunjangan Hari Raya dan
Anggaran Pendapatan \l Giaji Ketiga Belas Kepada |
dan Belanja Daerah Aparatur Negara, |
Tahun 2023 Pensiunan, Penerima |
Pensiun, dan Penerima |
Tunjangan Tahun 2023 J
80 | Penambahan Penvertaan | Penyertaan Modal Peraturan Daerah Perumdam Waemami Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur |
Kepada Perusahaan Nomor 3 Tahun 2023
Umum Daerah Air A tentang Penyertaan Modal |
| Minum Waemami Pemerintah Daerah Kepada |
| Perusahaan Umum Daerah |
! Air Minum Waemami |
81 | Perubahan Atas Perbup | Kebijakan Akuntansi Peraturan Pemerintah - Tahun 2023 Pemrakarsa: BKAD |
Nomor 31 Tahun 2022 Propert Investasi Nomor 12 Tahun 2019 dan |
| tentang Kebijakan 4 PSAP 17 terkait Properti |
Akuntansi Pemerintah Investasi [
Daerah .t
82 | Biaya Perjalanan Dinas | Biaya Perjalanan Dinas Peraturan Menteri Dalam Pemerintah Desa Tahun 2023 Pemrakarsa: DPMD
Dalam Daerah dan Luar Negeri Nomor 20 Tahun |
Daerah Bagi Kepala 2018 tentang Pengelolaan
Desa, Perangkat Desa, Keuangan Desa
Pimpinan dan Anggota |
Badan Permusyawatan ) !
Desa, Pengurus dan |
Anggota Lembaga |
Masyarakat Desa serta |
Unsur Masyarakat Desa
Lainnya
783 | Pendelegasian Pendelegasian Peratuan Pemerintah Nomor - Tahun 2023 | Pemrakarsa: I
| Kewenangan Kewenangan 6 Tahun 2021 tentang DPMPTSP I
Penyelenggaraan | PEnyelenggaluraan Perizinan
Perizinan Berusaha dan N Bérusaha di Dagrati

| Pelayanan Terpadu Satu

Nonperizinan Berusaha
Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan




STATUS

[

No. | JUDUL RANPERBUP MATERI POKOK e E— PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | o (ARCEE | KETERANGAN
[ 2 3 Vi 5 6 7 | 8 |
Pintu Kabupaten Luwu | ]
Timur | J
84 | Standar Operasional Prosedur Pengaduan Peraturan Menteri Dalam - Tahun 2023 Pemrakarsa: |
Prosedur Pengaduan Perizinan dan Non Negeri Nomor 138 Tahun DPMPTSP
Perizinan dan Non Perizinan 2017 tentang
Perizinan pada Dinas 4 Penyelenggaran Pelayanan
Penanaman Modal dan Terpadu Saru Pintu Daerah
Pelayanan Terpadu Sama
Fintu Kabupaten Luwu
Timur_
85 | Standar Biaya Standar Biaya Peraturan Menteri BKAD, Puskesmas Tahun 2023 | Pemrakarsa:
| Transportasi Lokal Dana | Transportasi Lokal Kesehatan Nomor 42 Tahun Dinkes
Alokasi Khusus Nonfisik 2022 tentang Petunjuk
Bidang Kesehatan + Teknis Penggunaan Dana
Tahun 2023 | Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2023
86 | Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Peraturan Bersama Menteri | Disdikbud Tahun 2023 Pemrakarsa:
Pembinaan dan Sekolah/Madrasah Pendidikan Nasional, ian
Pengembangan Usaha Menteri Kesehatan, Menteri Kesejahteraan
Kesehatan Agama, dan Menteri Dalam Rakyat
| Sekolah/Madrasah Negeri Nomor
6/X/PB/2014, Nomor 73
i Y Tahun 2014, Nomor 41
Tahun 2014 dan Nomor 81
Tahun 2014 tentang
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Kesehatan Sekolah |
87 | Pengadaan Barang/Jasa | Pengadaan Peraruran Pemerintah Perumdam Waemami, Tahun 2023 Pemrakarsa:
pada Perusahaan Umum | Barang/Jasa Nemor 54 Tahun 2017 BKAD, Bagian PBJ Bagian Ekbang
Daerah Air Minum A tentang Badan Usaha Milik |
Waemami Kabupaten Daerah |
| Luwu Timur =
" 88 | Kedudukan Susunan Kedudukan Susunan Peraturan Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2023 Pemrakarsa: 1
Organisasi, Tugas dan Organisasi, Tugas dan Kabupaten Luwu Timur Bagian Organisasi
Fungsi serta Tata Kerja Y Nomor & Tahun 2016

Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan

tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah




[ 1

No. JUDUL RANPERBUP | MATERI POKOK ST&TEJS—- ST AL y TARGET
OK BARU | uBAH PELAKSANAAN UNIT/INSTANSI TERKAIT | by ayipayay | KETERANGAN |
—! 2 3 4 5 6 7 I 3 "]
sebagaimana telah diubah |
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
89 | Pengelolaan Jaringan Jaringan Dokumentasi Peraturan Presiden Nomor | Dinas Kominfo-SP Tahun 2023 | Pemrakarsa:
Dokumentasi dan dan Informasi Hukum 33 Tahun 2012 tentang Bagian Hulum
Informasi Hukum v Jaringan Dokumentasi dan
Kabupaten Luwu Timur [nformasi Hukum Nasional
90 | Rencana Kerja Rencana Kerja Undang-Undang Nomor 25 Semua SKPD Tahun 2023 Pemrakarsa:
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2004 tentang Sistem Bapelitbangda
Tahun 2024 K Perencanaan Pembangunan
| Nasional
01 | Kedudukan Susuanan Kedudukan Susuanan Peraturan Daerah DPMPTSP Tahun 2023 Pemralarsa:
Organisasi, Tugas dan Organisasi, Tugas dan Kabupaten Luwu Timur Bagian Organisasi
Fungsi, serta Tata Kerja | Fungsi, serta Tata J Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan

Kerja

Susunan Perangkat Daerah

| Terpadu Saru Fintu




PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan
Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 November 2022

\‘KETUA DPRD,‘{,

4 ArtpIN

. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
. Bupati Luwu Timur di Malili

. Ketua BAPEMPERDA di Malili

i
2
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4
5

. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan
Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022

KETUA DPRD,

ARIPIN ;

. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
. Bupati Luwu Timur di Malili

. Ketua BAPEMPERDA di Malili

1
2
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4
5

. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

STATUS DISERTAI
NO UNIT/ TARGET
) JENIS TENTANG MATERI POKOK PELAKSANAAN e—— INSTANSI PENYAMPA | KETERANGAN
BAR | UBA NA | p atau TERKAIT IAN
u H keterang
an
1 2 3 4 6 7 8 9 10 N
1 | Peraturan | Perubahan Mengubah Pasal-Pasal v | - | Undang-Undang v - Semua SKPD Triwulan I | Perangkat
Daerah atas Peraturan | dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2020 (Januari- | Daerah
Daerah Nomor | Nomor 7 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja Maret) Pemrakarsa :
2 Tahun 2011 menyesuaikan dengan Badan
dinamika pembangunan, Perencanaan,
Tentang perubahan peraturan Penelitian, dan
Rencana Tata | perundang-undangan dan Pengembangan
Ruang Wilayah | kebijakan penataan ruang Daerah
Kab. Luwu nasional (Ranperda
Timur Lanjutan)
2 | Peraturan | Pencegahan Batas Usia Pernikahan Anak | v Undang-Undang v 1. Sekretariat Triwulan I | Perangkat
Daerah Perkawinan Usia 19 (Sembilan Belas) Nomor 23 Tahun Daerah (Januari- | Daerah
Usia Anak Tahun 2022 tentang 2. Satpol-PP Maret) | Pemrakarsa :
Perlindungan Dinas
Anak Pemberdayaan
sebagaimana Perempuan dan
telah diubah Perlindungan
beberapa kali Anak (Ranperda
terakhir dengan Lanjutan)




Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2016 tentang
Perubahan kedua
atas Undang
undang Nomor

23 Tahun 2022
tentang
Perlindungan
Anak
Peraturan | Bantuan Penyelenggaraan Bantuan Undang-Undang 1. Dinas Sosial Triwulan I | Perangkat
Daerah Hukum Bagi Hukum bagi Masyarakat Nomor 16 Tahun 2. BPKD (Januari- | Daerah
Masyarakat Miskin di Kabupaten Luwu 2011 tentang 3. Satuan Pol-PP Maret) Pemrakarsa :
Miskin Timur Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Bagian
Hukum
Peraturan | Perubahan Perubahan status Desa, dan Undang-Undang 1. Bagian Perangkat
Daerah Atas penghapusan ketentuan Nomor 6 Tahun Pemerintahan Triwulan I | Daerah
PDeratuhran gengegg[i)iiemilii)han Kipila 2014 tentang Desa 2. Disdukcapil (J'\z:nuat;i- PD?mrakarsa :
aera esa, an Perangka : are nas
Nomor 3 Desa. sgbagalmana Pemberdayaan
Tahun 2015 diubah dengan Masyarakat
tentang Undang-undang Desa
Desa Nomor 11 Tahun (Ranperda
2020 tentang Cipta Lanjutan)
Kerja
Peraturan | Pajak dan Pengaturan mengenai 1. UU No. 1 Tahun 1. Sekretariat Triwulan I | Perangkat
Daerah Retribusi restrukturasi jenis pajak, 2022 tentang Daerah (Januari- | Daerah
Daerah sumber perpajakan daerah Hubungan 2. Dinas PUPR Maret) Pemrakarsa :
yang baru, tarif dan Keuangan 3. Dinas Badan
penyederhanaan jenis pajak antara Pertanian Pendapatan
dan retribusi Pemerintah dan Daerah
Pusat Ketahanan
dan Pangan
Pemerintahan 4. Dinas
Daerah Perikanan




2. UU Nomor
Nomor 11
Tahun 2021
tentang

Cipta Kerja

©®NO

10.

11.
12.

Dinas
Perdagangan
,  koperasi,
UKM dan
perindustrian
DLH

DPKPP
DISHUB
Dinas
Pariwisata,
Pemuda dan
olahraga
Dinas
Kesehatan
DPMPTSP
kecamatan

Peraturan
Daerah

Naskah Hari
Jadi Luwu
Timur

Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Perpustakaa
n dan
Kearsipan
Dinas
Pariwisata
Kepemudaan
dan Olahraga

Triwulan I
(Januari-
Maret)

Pemrakarsa :
DPRD

Peraturan
Daerah

Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD Kab.
Luwu Timur
TA. 2022

Peraturan Menteri
dalam Negeri
Nomor 77 Tahun
2020 tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Semua
Perangkat
Daerah

Triwulan II
(Aprili-Juni)

Perangkat
Daerah
Pemrakarsa :
Bagian
Keuangan dan
Aset Daerah




8 | Peraturan | Perubahan Pembentukan Badan Riset Peraturan Presiden Badan Triwulan II | Perangkat
Daerah Kedua atas dan Inovasi Daerah No.78 Tahun 2021 Perencanaan, (April-Juni) | Daerah
Peraturan tentang Badan Penelitian dan Pemrakarsa :
Daerah Riset dan Inovasi Pengembangan Bagian
Nasional Daerah Pemerintahan
Kabupaten
Luwu Timur
No. 8 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
9 | Peraturan | Sistem Permentan Nomor 1. Dinas Triwulan II | Pemrakarsa :
Daerah Pertanian 64/Permentan/Qt Pertanian | (April-Juni) | DPRD
Organik .140/5/2013
10 | Peraturan | Perlindungan Pengaturan terkait Undang-Undang 1. Dinas Triwulan II | Pemrakarsa :
Daerah dan Kelembagaan, Pendanaan Republik Perikanan | (April-Juni) | DPRD

Pemberdayaan
Pembudidayaa
n Ikan Dan
Rumput Laut

dan Pembiayaan
Pembudidaya ikan dan
rumput laut

Indonesia Nomor
7 Tahun 2016
tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Nelayan,
Pembudidaya
Ikan, dan
Petambak Garam




11 | Peraturan | Pencegahan Pelaksanaan 1. Undang-undang 1. Dinas Triwulan | Perangkat
Daerah dan Pencegahan dan NO.35 Tahun Kesehatan III(Juli- Daerah
Pemberantasa Pemberantasan 2009 Tentang 2. Dinas Sosial September) | Pemrakarsa :
n, Penyalahgunaan Narkotika P3A Badan
Penyalahguna dan Peredaran Satuan Pol-PP Kesatuan
an dan Gelap Narkotika 2. Peraturan Bangsa dan
Peredaran Menteri Dalam Politik
Gelap Negeri No. 12
Narkotika dan Tahun 2019
Prekursor tentang
Narkotika Fasilitasi
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyalahgunaa
n dan
Peredaran
Gelap Narkotika
dan Prekursor
Narkotika
12 | Peraturan | Perubahan Peraturan Menteri Semua SKPD Triwulan IV | Perangkat
Daerah Anggaran dalam Negeri (Oktober- | Daerah
Pendapatan Nomor 77 Tahun Desember) | Pemrakarsa :
dan Belanja 2020 tentang Badan
Daerah Kab. Pedoman Teknis Keuangan Dan
Luwu Timur Pengolahan Aset Daerah
TA. 2023 Keuangan Daerah (BKAD)
13 | Peraturan | Zonasi Nilai 1. DPKPP Triwulan IV | Perangkat
Daerah Jual Harga 2. BAPENDA (Oktober- | Daerah
Tanah 3. PUPR Desember) | Pemrakarsa :
DPRD
14 | Peraturan | Penyesuaian Peraturan 1. Dinas Triwulan IV | Perangkat
Daerah Kecamatan Pemerintah Kependudukan | (Oktober- | Daerah
Kalaena dan Nomor 17 tahun dan Desember) | Pemrakarsa :
Kecamatan 2018 Pencatatan Bagian
Angkona tentang Kecamatan Sipil Pemerintahan
2. Satuan Pol-PP Setdakab Luwu




3. Camat Kalaena
Camat

Timur

Angkona
15 | Peraturan | Anggaran Mengubah Pasal-Pasal Peraturan Menteri Semua SKPD Triwulan IV | Perangkat
Daerah Pendapatan dalam Peraturan Daerah dalam Negeri (Oktober- | Daerah

dan Belanja Nomor 7 Tahun 2011 Nomor 77 Tahun Desember) | Pemrakarsa :

Daerah TA. menyesuaikan dengan 2020 tentang Badan

2024 dinamika pembangunan, Pedoman Teknis Keuangan Dan
perubahan peraturan Pengolahan Aset Daerah
perundang-undangan dan Keuangan Daerah (BKAD)

kebijakan penataan ruang
nasional

O Ketua DPRD,J‘_

ARIP




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 373 /A-02/ X /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 047/A-02/1/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-
02/1/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 231/A-
02/VIl/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-
02/1/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024,
perlu disesuaikan dengan adanya penambahan judul
Rancangan Peraturan Bupati dalam = program
pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur, sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/1/Tahun 2024
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-
02/I/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan
Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 106/A-
02/11/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-02/1/Tahun 2024
tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 047/A-
02/1/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2024.

Diktum I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 047/A-
02/1/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu
Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 231/A-02/VII/Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor
047/A-02/1/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati
Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, ditambahkan 11 (sebelas) angka yakni
angka 69 sampai dengan angka 80, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini;

Diktum II
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1
dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk
Hukum Daerah., sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan DPRD.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu
Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.



KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 _NQ_vember 2023

//YKETUA DERD,

ARIPIN

Tembusan :

g B ik =

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar

Bupati Luwu Timur di Malili

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
Ketua BAPEMPERDA di Malili

Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PERANGEKAT TARGET
o STATUS PELAKSANAAN DISERTAI DAERAH TERKAIT | PENYAMPAIAN KETERANGAN
JENIS TENTANG MATERI POKOK
Penjelasan
BARU | UBAH A atau
keterangan
1 2 3 o 6 7 8 9 10
1 | Peraturan | Perubahan atas | Mengubah pasal- - Vv | Undang-Undang v - Semua Perangkat Triwulan | Perangkat
Daerah Peraturan pasal dalam Nomor 6 Tahun Daerah (Januari- Daerah
Daerah Nomor | Peraturan Daerah 2023 tentang Maret) Pemrakarsa:
7 Tahun 2011 Nomor 7 Tahun 2.01 1 Penetapan Dinas.
untuk menyesuaikan Peraturan Pekerjaan
Isntang dengan dinamika Pemerintah Umum &
Rencana Tata pembangunan, Pengganti Undang- Penataan
Ruang Wilayah | perubahan peraturan Undang Nomor 2 Ruang
Kabupaten perundang- Tahun 2022 (Ranperda
Luwu Timur undangan dan tentang Cipta Kerja Lanjutan)
kebijakan penataan menjadi Undang-
ruang nasional Undang.




Peraturan | Pencegahan Pelaksanaan 1. Undang-undang 1. Dinas Triwulan | Perangkat
Daerah dan Pencegahan dan Nomor 35 Tahun Kesehatan (Januari- Daerah
Pemberantasan, | Pemberantasan 2009 Tentang 2. }?;T\as Sosial Maret) Pemrakarsa:
Penyalahgunaan dan Narkotika Badan
Pe;lya.lahgunaa Peredaran Gelap 2. Peraturan 9. Satuan Rol-FP Kesatuan
B Gan Narkotika dan Menteri Dalam Bangsa dan
Peredaran Prekursor Narkotika Negeri Nomor 12 Politik
Gelap Narkotika Tahun 2019 (Ranperda
dan Prekursor tentang Fasilitasi Lanjutan)
Narkotika Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahguna-
an dan
Peredaran Gelap
Narkotika dan
Prekursor
Narkotika
Peraturan | Kabupaten Mewujudkan Peraturan Menteri 1. Gugus Tugas Triwulan I Perangkat
Daerah Layak Anak Kabupaten yang P3A Nomor 12 KLA (Januari- Daerah
Layak Bagi Tahun 2022 2. Save The Maret) Pemrakarsa :
Kehidupan Anak tentang Children Dinas Sosial,
Penyelenggaraan 3. TP-PKK Pemberdayaan
Kabupaten /Kota Perempuan
Layak Anak. dan
Perlindungan
Anak.
Peraturan | Pertanggung- Peraturan Menteri Semua Perangkat Triwulan [ Perangkat
Daerah jawaban Dalam Negeri Daerah (Januari- Daerah
Pelaksanaan Nomor 77 Tahun Maret) Pemrakarsa :
APBD 2020 tentang Badan
Kabupaien Pedoman Teknis Keuangan Dan
. Pengelolaan Aset Daerah
Luwu Timur Keuangan Daerah (BKAD)

TA.2023




Peraturan
Daerah

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah Kab.
Luwu Timur
2025-2045

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Jangka
Panjang

. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

. Peraturan

Menteri Dalam
Negeri Nomor 86
Tahun 2017
tentang Tata
Cara
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah, Tata
Cara Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah dan
Rencana Jangka
menengah
Daerah, serta
tata cara
Perubahan
Rencana Jangka
Panjang Daerah,
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah dan

Semua Perangkat
Daerah

Triwulan I
(April-Juni)

Perangkat
Daerah
Pemrakarsa :
Badan
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah




Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah

Peraturan | Penyandang Perlindungan dan Undang-Undang Dinsos P3A ’

Daerah Disabilitas pemenuhan hak-hak Nonor 8 Tahun Triwulan Il | Pemrakarsa :
penyandang 2016 tentang petd] DPRD
disabilitas Penyandang (Inisiatif)

Disabilitas

Peraturan | Penyesuaian Peraturan . Dinas Triwulan III | Perangkat
Daerah Kecamatan Pemerintah Kependuduka (Juli- Daerah

Kalaena dan Nomor 17 tahun n dan September) Pemrakarsa :

Kecamatan 2018 Pencatatan Bagian

Angkona tentang Kecamatan Sipil Pemerintahan

. Satuan Pol-PP Setdakab

Peraturan | Perubahan atas | Kawasan Peruntukan Undang-Undang . Bapelitbangda | TriwulanlIll | Perangkat
Daerah Peraturan Industri dan Industri Nomor 3 Tahun . Dinas PUPR (Juli- Daerah

Daerah Nomor | Unggulan 2014 tentang September) | pemrakarsa :

4 Tahun 2019 Terintegrasi Perindustrian dan Disdagkop

tentang ,

Reticang: Pergturan Menten

Pembangunan Perindustrian

Industri Nomor 110/ M-

Kabupaten IND/PER/12/2015

Luwu Timur tentang Pedoman

Tahun 2019- Penyusunan

2039

Rencana




Pembangunan
Industri Provinsi
dan Rencana

Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota
9 | Peraturan | Kesehatan Ibu, | Peningkatan Dinas Kesehatan Pemrakarsa :
Daerah Bayi Baru Kesehatan Ibu, Bayi . DPRD
Lahir, dan baru Lahir, Bayi dan TI'l\;-’JL:jil:tiI-l Il | (Inisiatif)
Balita Balita sehmgg.?l Septembéi]
mampu mewujudkan
generasi masa depan
yang sehat, cerdas
dan berkualitas.
10 | Peraturan | Fasilitasi Memberikan 1. Kementerian Triwulan IV | Pemrakarsa :
Daerah Penyelenggara- | dukungan dalam Agama Luwu (Oktober- DPRD
an Pondok penyelenggaraan Timur Desember) (Inisiatif)
Pesantren pesantren yang 2. Dinas
mandiri Pendidikan
3. Badan
Kesbangpol
4. Bagian
Kesejahtera-

an Rakyat




11 | Peraturan | Perubahan Perubahan Peraturan Menteri Semua Perangkat | Triwulan IV | Perangkat
Daerah Anggaran penganggaran untuk Dalam Negeri Daerah (Oktober- Daerah
gendgplatap dmenyesuajkan Nomor 77 Tahun Desember) g:fil;ikarsa :
an Belanja engan
Daerah perkembangan 130310 tent?‘nﬁn' Keuangan Dan
Kabupaten kebutuhan alokasi SUOIIAN. S eKEE Aset Daerah
Luwu Timur anggaran dari Pengelolaan (BKAD)
2024 penyesuaian dengan Keuangan Daerah
prognosis anggaran
12 | Peraturan | Anggaran Perencanaan Peraturan Menteri Semua Perangkat | Triwulan IV | Perangkat
Daerah Pendapatan dan | penganggaran dalam Dalam Negeri Daerah (Oktober- Daerah
Belanja Daerah mend‘;ﬂmﬂg Nomor 77 Tahun Desember) geafg;ikafsa :
TA. penyelenggaraan 2020
«0%s pemerintahan daerah 020 tentang . Keuangan Dan
Pedoman Teknis Aset Dacrah
Pengelolaan (BKAD)
Keuangan Daerah
%Ketua DPRD,

ARIPIN




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@Iuwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM

Registrasi Draf Rancangan SK dari
——9 Melakukan Pengkajian SK
Perangkat Daerah gka)

Menyempurnakan Rancangan SK sesuai
@— Melaksanakan Rapat Tim Legislasi
Hasil Rapat P g

Menyerahkan Rancangan SK beserta

Nota Pengajuan ke Perangkat Daerah
Membuat Nota Pengajuan SK ke Bupati  frmmmmpl ;11 i proses Paraf Hirarki sekaligus
Penetapan oleh Bupati

Penomoran SK

:;,, o M
an 19761213 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA BAGIAN HUKUM

Registrasi Draf Ranperbup dari
Perangkat Daerah

_.% Melakukan Pengkajian Ranperbup

Menyempurnakan Ranperbup sesuai

e—‘ Melaksanakan Rapat Tim Legislasi

Hasil Rapat
Mengajukan Surat ke Kanwil Melaksanakan Proses Harmonisasi dan
Kemenkumham dan Biro Hukum > Fasilitasi/Evaluasi di Kanwil Kemenkum
dan Biro Hukum
Menyempurnakan Ranperbup sesuai Menerima Hasil Harmonisasi dan Hasil

Hasil Hamonisasi dan Fasilitasi/Evaluasi (——

l Menyerahkan Ranperbup beserta Nota

Membuat Nota Pengajuan Ranperbup ke Pengajuan ke Perangkat Daerah untuk
Bupati é proses Paraf Hirarki sekaligus Penetapan

oleh Bupati serta Pengundangan oleh
Sekretaris Daerah

v

Penomoran Ranperbup

Fasilitasi/Evaluasi

Nip. 19761213 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@Iuwutimurkab go.id Website : www.luwutimurkab.qo id

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PADA BAGIAN HUKUM

Registrasi Draf Ranperda dari Perangkat
Daerah

e

Melakukan Pengkajian Ranperda

Vv

Melaksanakan Rapat Tim Legislasi

Menyempurnakan Ranperda sesuai Hasil
Rapat

Mengajukan Surat Pengantar Bupati

LS

beserta Lampirannya ke DPRD Kab. Proses Legislasi di DPRD Kab. Luwu
Luwu Timur -""') Timur
_4 Mengajukan Surat ke Kanwil 1
Kemenkumham dan Biro Hukum w V
* Untuk Perda Fasilitasi: Untuk Perda Evaluasi:
Mengajukan Surat Mengajukan Surat
Melaksanakan Proses Harmonisasi di

Fasilitasi Ranperda ke Evaluasi Ranperda ke

Kanwil Kemenkum dan Biro Hukum

Biro Hukum setelah Biro Hukum setelah

Pembicaraan Tingkat I
dalam proses Legislasi
DPRD Kab. Luwu Timur

Pembicaraan Tingkat Ii
dalam proses Legislasi
DPRD Kab. Luwu Timur

Menerima Hasil Fasilitasi

dan Proses Legislasi berlanjut ke | |
Pembicaraan Tingkat Il v
Melaksanakan Proses Fasilitasi atau
Evaluasi di Biro Hukum

Menerima Hasil Evaluasi

Mengajukan Surat Permintaan Nomor
Register Perda ke Biro Hukum

v

Menerima Nomor Register

Menyempurnakan Perda sesuai Hasil
Fasilitasi atau Evaluasi

)

Membuat Nota Pengajuan Ranperda ke

Bupati (
v

Menyerahkan Ranperda beserta Nota

Pengajuan ke Perangkat Daerah untuk

proses Paraf Hirarki sekaligus Penetapan )

oleh Bupati serta Pengundangan oleh
Sekretaris Daerah

Penomoran Ranperda

‘;rp,, 19761213 200604 2 009



